PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

. a.

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai
landasan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang
dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk mewujudkan
masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal terjadi
perubahan yang mendasar, rencana pembangunan Daerah dapat diubah;

bahwa perlu diadakan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penetapan tahapan dan
prioritas  pembangunan, serta penyesuaian dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan ¢, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 71);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 68);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2005-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45), diubah sebagai berikut :



1. Judul BAB III diubah sebagai berikut :

BAB III
SISTEMATIKA

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut :

Pasal 6
RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi
rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya
dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang
akan dihadapi dalam pembangunan Daerah untuk waktu 20
(dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis
meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis
yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi
pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJP
Daerah yang menggambarkan keadaan atau cita—cita yang
diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua
puluh) tahun mendatang.

BABV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang Daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan
arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan
selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing
tahapan.

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi
misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen
RPJP Daerah.

BAB VII : PENUTUP

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7
Isi beserta uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI E



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025

UMUM

Perubahan RPJP Daerah dilakukan karena berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa dalam struktur dokumen RPJP Daerah Tahun 2005-2025
substansinya belum mengikuti tata cara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, serta terjadi perubahan yang mendasar, mencakup
perubahan kebijakan nasional yang ditunjukkan dengan telah ditetapkannya RPIM
Nasional 2010-2014 yang memuat tentang angka indikator pembangunan yang belum
terakomodasikan pada RPJP Daerah Tahun 2005-2025, yaitu angka Indeks Pembangunan
Manusia, serta adanya pemekaran daerah di Provinsi Jawa Barat dalam periode RPJP
Daerah Tahun 2005-2025 yang belum terakomodasikan yaitu Kabupaten Bandung Barat,
serta rencana pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi
Utara dan Kabupaten Bogor Barat.

Selain itu perlu disesuaikan sistematika RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sesuai
sistematika pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
sehingga harus dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I :
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 87



